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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 148 /PMK.05/2019 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS  

JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan 

mengembangkan profesionalisme dalam pelaksanaan 

tugas di bidang pembinaan dan bimbingan teknis dalam 

perbendaharaan negara, telah dibentuk Jabatan 

Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 

tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis 

Perbendaharaan Negara; 

b. bahwa berkenaan dengan pembinaan profesi dan karier 

Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan 

Negara dan sebagai pelaksanaan Pasal 40 ayat (2) huruf c 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2018 tentang 

Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan 

Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

disusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pembina 

Teknis Perbendaharaan Negara; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis 

Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan 

Negara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6267); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 

7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 235); 

8. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK 

TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PEMBINA TEKNIS 

PERBENDAHARAAN NEGARA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

instansi pemerintah. 

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 

Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 

pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 
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tertentu, dan diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap 

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki 

jabatan pemerintahan. 

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

5. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB 

adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan 

pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

6. Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan 

Negara adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, 

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk 

melaksanakan pembinaan/bimbingan teknis di bidang 

perbendaharaan negara.  

7. Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan 

Negara yang selanjutnya disebut Pembina Teknis 

Perbendaharaan Negara adalah PNS di lingkungan Unit 

Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi 

Perbendaharaan Negara yang diangkat dalam Jabatan 

Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara. 

8. Instansi Pembina Teknis Perbendaharaan Negara yang 

selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah 

Kementerian Keuangan yang pelaksanaan tugasnya 

dilakukan oleh Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi 

Madya yang membidangi Perbendaharaan Negara 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang 

selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

10. Pembinaan/Bimbingan Teknis di Bidang Perbendaharaan 

Negara adalah serangkaian kegiatan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pengelolaan perbendaharaan 

negara satuan kerja pengelola APBN yang dilaksanakan 
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secara profesional berdasarkan suatu standar dan 

metode tertentu.   

11. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina Teknis 

Perbendaharaan Negara adalah jumlah dan susunan 

Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan 

Negara yang diperlukan suatu satuan organisasi untuk 

dapat melaksanakan tugas pokok Pembinaan/Bimbingan 

Teknis di Bidang Perbendaharaan Negara dengan baik, 

efektif, dan efisien dalam jangka waktu tertentu. 

12. Lowongan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pembina 

Teknis Perbendaharaan Negara adalah Kebutuhan 

Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan 

Negara yang belum terisi karena adanya pemberhentian, 

meninggal dunia, pensiun, atau adanya peningkatan 

volume beban kerja dan pembentukan organisasi kerja 

baru. 

13. Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja 

yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap sesuai tugas dan/atau fungsi jabatan. 

14. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Teknis 

Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SKJ 

adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk 

dapat melakukan pekerjaan tertentu dalam bidang 

pembinaan/bimbingan teknis dalam perbendaharaan 

negara yang mencakup aspek pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap sesuai tugas dan/atau fungsi 

jabatan. 

15. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pembina Teknis 

Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut Uji 

Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku PNS 

dengan SKJ. 

16. Nilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya 

disebut Nilai Kinerja adalah gabungan nilai sasaran kerja 

pegawai dan nilai perilaku kerja sebagaimana dimaksud 

dalam peraturan perundang-undangan. 


